. PUTUSAN BADAN PERADIAN-

" berikut'dalam perkara:
- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq

Ll : ‘DAERAH TIN
" Semarang, diwakili oleh kuasan a bernama; Harison Gultom, SH, CN., Harry

L L Jul 1994

Hukum berfungs1 menunjang pembangunan nasmnal . .

.. Pada saat perkara sédang diperiksa, terjadi perubahan peraturan

perundang~undangan, maka hakim seharusn%a memakai peraturan.

vangpa menguntungkan sesuai dengan erlakunya asas:“Lex
osteriori derogat Iegl priori’. :

Mahkamah A%:mf dalam memerlksa perkara dalam ting kat Pemn- :
]auan Kembali adalah: bukan merupakan Peradﬂan mgkat Ke--
empat. :

. De?mkmn catatan atas kasus Waduk Kedungombo yang telah
dlputus tmgkat Penln]auan Kembah oleh Mahkamah Agung RL

(All Boedlarto) Bl

. MAHKAMAH AGUNG RI (tlngkat Kasasx)
- No;, 2263.K/Pdt/1991, tangi al28Juli1993.
" @ Mahkamah Agung RI-(tingkat Peninjauan Kembah)
“No. 650.PK/Pdt/1994, tanggal 29 Oktober 1994. . _
,Ma]ehs terdiridari: - ]
1 1. HR.POERWOTO S: GANDASUBRATA SH Ketua Mahka-‘
~_mah Agung R sebagai Ketua sidang d1dam£msgl Ansggota ara
| Ketua Muda, 2. H..SOERJONO, SH. 3 AM
. . "ABOEBAKAR, SH.4. OLDEN BIDARA. SH 5. SARWATA SH o

"MAHKAMAH:AG'I'JNG R

" PUTUSAN . -
RegNo 650 PK/Pd1/1994.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
. MAHKAMAH AGUNG B

Memenksa permohonan pemn]auan kembah ’celah mengambll putusan sebaga

PEMERINTAH REPUBLIK
“ INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPA
élKAT 1JAWA TENGAH, berkedudukan di J1. Pahlawan N

‘Hermansjah, SH., Drs: Didiek Soekarno, SH. dengan SuratKuasa Khusus tangga

EGARA REPUBLIK INDONESIA ﬁ? PEMERINTAH REPUBLIK INDONES_iA e

ENTERI PEKERJAAN UMUM RI qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN
IMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN

NA qq PIMPINAN WADUK KEDUNGOMBO, berkedudukan di J1.
en-Sudiarto No.375 Semarang, diwakili oleh kuasanya bernama: Harison
tom SH, CN, Harry Hermans;aﬁ SH. Drs. Didiek Soekatno, SH. Masri Djinin,
:Parnorno, SH, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 1994, -
‘Pemohon pemn]auan kembah (dahu!u sebagal Para Termohon Kasa51, '
it 11~ Terbandlng) :

* D]ALAL alias DAMILAH;, kesemuanya bertempat tmggal di Dukuh'
Kedungpring, Kelurahan Nglanp, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali
PO]O&(S) PAEI (POJOYO), beralamat di Dukuhl Watugenuk, Desa Sanmulyo
Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

PARTOWIKROMO W, KIYQO, bertempat tinggal di. Dukuh Kedungprmg,
Kelvrahan Nglanji Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. .. -
ATMOREJO }AMAT bertempat tmggal di Dukuh’ Kedungw1yu Kabupaten
Boyolali. . .

N\y SALIYAH DARMO SEMITO o '
SUWARNO, keduanya bertEmpat tm%)gal di Dukuh Kedungprmg, Desa Ke—
dungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

IMAN, beralamat di Dukuh Watugenuk, Desa Sarimulya, Kecamatan Ke~
usu, Kabupaten Boyolali .

KUSAERI bertempat tinggal di Tan]ungwangt -Rt.008, Rw.012 Kelurahan
Penjaringan, Jakarta Utara, .~ -

DIY , telah- menmggal duma diteruskan oleh anaknya bernama

?
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" berikut:
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28. SAKIMIN,
29. LADIYO,
30. BEJO,

31.  SARMIN,

32.  GITOGIMAN, kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa
Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. :

33. RUKIMIN, bertempat tinggal di Dukuh Sumber Agung, Desa Sarimulyo,
Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

34. NY. WAKINEM, bertempat tin %al di Dukuh Kedun;
Mulyo, Kecamatan Kemusu, Ka %Paten Boyolali , dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya bernama: Harjone Tjitro Subono, SH., Amartiwi Saleh, SH.,
Soemedi Prawirodirdjo, SH., Hindra Widjaya, SH., Bambang Widjojanto,:

. SH,, PusKo Adji, SH.,-Widodo Hadi Patmono, SH;
Para Termohon peninjauan kembali (dahulu sebagai Pemohon Kasasj, Para
_ Penggugat-Pembanding). : :

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat }i_ang bersarllgkutan ternyata Para Pemohon
eninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon asasi - Tergugat LIL - Para Ter-
anding telah mengajukan permohonan peninjauankembali tethadap putusan

Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991 yang telah ber-
kekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon pe-
ninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi - Para Penggugat
Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:

ring, Desa Kedun

Catatan: .

Mengingat terbatasnya halaman, maka dalil 1gugatam para Penggugat (funda-
mentum petendi) serta petitumnya, yang disebutkan dalam halaman 6 sampai de-
ngan 81 dari putusan Mahkamah Agung No.659 PK/Pdt/1994, terpaksa tidak
dimuat dalam majalah ini. ]

Harap para pembaca dapat memakluminya.

Redaksi. :

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RJ, tanggal 28 Juli 1993
No.2263 K /Pdt/1991 yang telaE berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

— Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: A
1, CITROREJO WAGIMAN, 2. MARTOREJO YATNO, 3. KARYOREJO PAIDI,
4 PARMAN SOPAWIRO, 5. WITOREJO, 6. ATMOSQYOQ, 7. TOWIRONO
SAPAR, 8. NY. SUKIYEM WITOREJO, 9. NY. RESO SEMITO KADIS, 10. KARTO
NGADIMAN, 11. NY. DJALAL alias DAMILAH, 12. POJOYO PAGI (POJOYQ),
13. PARTOWIKROMO WAKIYO, 14. ATMOREJO JAMAT, 15. NY. SALIYAH

DARMO SEMITO, 16, SUWARNO, 17. PAIMAN, 18, KUSAERI, 19. LADIYEM, - &

20. RONO PAWIRO YADI, 21. GIMIN, 22. SUBI, 23. DARMO PARMIN, 24.
TUKIMIN, 25. DARSONO, 26. SARWAN, 27. MULYONO, 28. SAKIMIN, 29.
LADIYO, 30. BEJO, 31. SARMIN, 32. GITO GIMAN, 33. RUKIMIN, 34. NY.
WAKINEM, tersebut. )
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— Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.143/Pdt/1991/Pt. .
* Smg. tanggal 19 April 1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Semarang No.117/Pdt/G/1990/PN.Smg tanggal 20 Desember 1990.

MENGADILI SENDIRI

_ Mgngabu]kan gugatan Para Penggugat seperti yanag diuraikan di atas untuk
sebagian. .
— Menyatakan Tergugat I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA g
- MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKA
I JAWA TENGAH, dan Tegu at(ﬁl, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN M RI. qq DIREKTUR JENERAL PENGAIRAR
gg PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN
LUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO, telah melakukan
perbuatan melanggar hukum. . _
— Menyatakan batal demi hukum: ’
1. Penetapan consignatie No.430/cons/1988/PN. Boyolali tanggal 3 Desember
1988 atas nama Suyatno. - . :
Penetapan consignatie No.444/cons/1988/PN Boyolali tanggal 3 Desember
1988 atas nama Karyorejo Paidi. A
Penetapan consignatie No.599/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Karyorejo Pardi. ' _
Penetapan consignatie No.1655/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
afas nama Resosemitosuli/B.Resosemito Darsih.
Penetapan consignatie No.1588/ cons/ 1983/ PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
. atas nama Darmironorejo/B.Resosemito.
Penetapan consignatie No.598/cons/1988/FPN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Sopawiro Parman.
Peneta§)an consignatie No.270/ cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Maret 1989 atas
nama Sopawiro GS 578. :
Penetapan consignatie No.1308/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Witorejo Moko. -
Penetag?m consignatie No.272/cons/1989/PN.Bi tanggal 3 Maret 1989 atas
nama Rono Dimejo/ Admorejo Soyo G5 595.
Penetapan consignatie No.406/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desémber 1988
atas nama Wongso Tarunc Supangat. '
Penetapan consignatie No.1782/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988,
atas nama Wongso Taruno. .
Penetapan consignatie No.1007/cons/1988 /PN .Bj tanggal 3 Desember 1988 -
atas nama Pawirodiharjo. " :
Penetapan consignatie No.1648/cons/1988 /PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Towirono Supar. ‘
Penetapan consignatie No.1016/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Resopawiro.
Penetapan consignatie No.437/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988
atas nama Towirono Supar. )
Penetapan consignatie No.1765/cons /1988 /PN.Bi tanggal 3 Desember 1983
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b PUTUSAN -'BADAN‘PERADILAN' ‘

| menyangkut masalah AMDAL belum dlpenksa dan dlputus oI

; ‘akasam

ak ]auh dari

4:;-;ma]elxs Hakim: Kas :
gar Pemohon peninjatiankembali II menyediakan saran. / f
ninjatankermbali; belum

i lokasi yang akan.diberikan kepada Termohon:
iperiksa'dan. dlputus 0 ells-hakim kas
T ksepsi yang memuat tuntutan:
R iperiksa:dan diputus:oleh majelis hakim kasa
- .'5 ‘Bahiva majelis kasa telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyatd.

; javankembaliy - L
- Kelirudan: khxla menafs;rkan pasal 1404 KUHPerdata yan diperk at.
-~ oleh surat: Mahkamah Agung N 578/ 1320788 /11/ UMTU/Pdt. tan: 6

-, Nopember,1988.:- <~
d. Besarnya Eanh rugi t1dak dl‘pertlmbangkan dan'tid puny

' mgga_meianggar asal 23 ayat-1:Undang-Undang No.14 tahun

KHI : : E

bahwa setelah mempelajari memori perinjatiankembali dan ntra

& memori permo onan enm]auankembal yang'l ersangkutan, Mahkamah Agung

an seba ai cut:

;aka_
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o :Eembanguann Waduk Kedung Ombp yang merupakan proyek pemerintah untuk

~ kefentuan PERMENDAGRI No.15 fahun 1975, dan waga

L M(én'i'mbayi:r'ig., Béhw.éfgéféha :_s:ebagiah _téﬂ:;e(s‘
. Pen; adilan Negeri Boyo
’. . seharusnya Pemohon peninjauankembali mengajukan gugatan terhadap'Para

_‘Pengadilan Negeri pleh pihak yang ka
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¢ diminta oleh Para Penggugat/Termohon peninjauankemibali; TR
‘Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad:3 tersebut di atas, dengan ="
anpa-mempertimbangkan alasan-alasan selebihnya, Mahkamah: Agung berpen- -~
ap t;‘bahwa terdapat _cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah
g tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pd/1991, serta Mahkamah Agung akan
adili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: == " =
wa pada:waktu gugatan ini ;Eperiksa’-zdiitin kat'kasasi-tela

tanpa dibuktikan berapa besarnya, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut
~ kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd); = -~~~ .-
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 BW, ganti rugi
immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti emudian,
* luka berat dan penghinaan; L T T e
' Mengenai ad.c: tentang pembatalan consinyasi: - .o e
R i(Bahwa,’ kecuali hal tersebut tidak diminta, pertimbangan majelis kasasi tidak- it
tepat, xarena: RN R LN PIL R e L e {bahan perat 1 - “dima
.p a. Consinyasi dalam kasus ini dilakukan dalam rangka pembebasan tanah 97 fek?h _di;ariﬁ?%zwzian Eggﬁ%gg?&%gﬁiﬁ
- “untuk kepentingan umum atas tinah-tanah warga desa, sehi&ﬁga dapat i “Lex. posteriori défngﬁf legt prion” dan
.. " diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai consinyasi dalam BW dan Brv.. ya jika terjadi perubahan i §r'£n=raﬁ" el
" 'b. Bahwa mentrut Undang-Undang dan hukum adat, hak milik atas tanah ; tuan',-yang""alll)ng --men’guhl:‘étin kan :Speh-'- naang
- mempunyai fungsi sosial, jadi apabila negara'membutuhkan tanah untuk pkan KEPPRES 'No.55-'tahu'h’w%sfi"J'*’" 86
- kepentingan umum, maka tanah hak milik warga masyarakat harus Bahwa apabila diterapkan PERMENDAGRI No:15 tahun1975;
" diserahkan untuk kepentingan umum dan sebaliknya, bila kepentingan mohon peninjauankembali akan ‘menerima jumlah’; ~__at{1_m ;
*umum tidak memerlukan Tagi tanah tersebut, maka hak milik perorangan leh panitia Pembebasan Tanah Tingkat 1L jo SK]“ i

gun
meng

a

hte

_4(’._,atas tanah akan muncu! kembali; - R e L T L SR nyata dalamk i telah ditetapka
" “'Bahwa, oleh karena tanah di Kedung Ombo justru diperlukan untuk : Ei.ayrﬁpul?':anl et d;teta- %
rcapai kata'sepakat ¢
acara ‘menurut pasal :

epentingan umum, maka sefelah proses embebasan tanah dilaksanakan:sesuai
desa yang bersangkutan
etapkar’ menurut.PER-

‘tidak mau menerima’uang ganti rugi yang telah
MENDAGRI tersebut, maka agar proyek pembangunan tidak tertunda:dan tida
“terbengkalai, serta menyebabkan hangusnya anggaran negara yan itf.\lah disediakan
-pemerintah, dengan fatwa Mahkamah Agung, tanggal 16 Nopem er:1988 No.57

1320/88/ IIZUM%U/_P_dt, uang ganti rugi tersebut dinyatakan dapat- ditawarkan
' dan diconsinyasikan di' Pengadi an Negeri; .
. ic.. Bahwa penawaran dan;consinyasijuan% anti rugi terse ]
* dengan ketetapan MPR No.III tahun 1993, dimana hukumharys menunjang
Eé_mba\_ngunan nasional (Eihatfpertimbangaﬁ ‘putusan Mahkamah Agung
. Reg.No.135 K/Pdt/1989, tanggal 19 Juli 1990, tentang Waduk Mrican)"

. bersedia menerima uan% %'a__nti rugi yang telah ditawarkan dan diconsinyasikan
ali, hal itu berarti bahwa mayoritas warga Kedung mb
‘- telah menerima uang ganti rugi itu dan melepaskan hak atas tanahnya, sehingg

pembebasan tanah tersebut sudah sah menurut hukum;

;Mengabulkgmgj rmohonan peninjauankembal
atankembali: 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq’PEMERINTAH INDONE
JA ‘gq MENTERI. DALAM NEGERI RI'qq GUBERNUR KEPALA ' DAERAH
INGKAT T JAWA TENGAH, 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA q
ERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI

: .

" ..;, Bahwa terhadap Para Termohon peninjauankembali/ Para.-iPéﬁggﬁg' al'yang

. tidak mau menerima uang yang diconsinyasikan tersebut, menurut hukum

. Termohon peninjauankembali tersebut kepada. Pengadilan-Negeri, agar con
sinyasinya dinyatakan sah dan berharga, dan adalah wewenang Pengadilan Neger q DIREKTUR:JENDER,
unfuk menyatakan sah tidaknya consm{asi tersebut yang kemudian atas putusar EMBANGAN WILAY
R ah dapat dimintakan banding dan kasasi ' iG “fa
'.jadi tidak dapat dibenarkan bahwalangsung di tingkat kasasi consinyasi dinyataka
“-batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, lebih-lebih lagi karena hal:it
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DAN MENGADILI SENDIRI: o

Menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. _

Menghukum Para Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara
dalam peninjauankembali yang ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima %
ribu rupiah); _ .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung £

ada hari:Rabu, tanggal 26 Oktober 1994, dengan H.R. Purwoto S. Gandasubrata, ¢

gH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soerjono, SH., H.
samsoeddin Aboebakar, SH., Olden Bidara, SH dan Sarwata, SH. sebaga} Haklm_-
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: . ;
SABTU, TANGGAL 29 OKTOBER 1994, oléh Ketua Sidang tersebut dengan
dihadizi oleh H. Soerjono, SH., H. Samsoeddin Aboebal_car, SH., O}den Bidara, H
dan Sarwata, SH. Hakim-Hakim An gota, Soedarmadi, SH. Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. . F

Salina putusan ini diberikan
Kepada VARIA PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata
ROBERT.S. SITINDJAK. SH

MENGUCAPKAN

SELAMAT TAHUN BARU
1 JANUARI 1995

Semoga TUHAN JME. selalu melindungi Badan Peradilan beserta
seluruh jajaranttya dalam mengemban tugasnya.

- DPP. IKATAN HAKIM INDONESIA
- PENGASUH VARIA PERADILAN

SURAT DAKWAAN KEJAKSAAN
BATAL DEMI HUKUM .

¢ KASUS POSISI: - '
e Dalam Rangka Memperingati HUT Bayangkara tahun 1989, di

Kabupaten Bau-Bau, diadakan Pertandingan Bola Volly antar
instansi yang diikuti juga oleh Klub-Klub Bola Volly. Diantaranya
dilangsungkan pertandingan antara Klub Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan dan Klub Volly Pesut di lapangan Kodim Buton
Kabupaten Bau-Bau. /

;

e Masing-masing Klub menurunkan femain intinya, sedangkan

pemain-pemain cadangan yang belum diturunkan pada per-
tandingan itu, turut membantu memperlancar jalannya per-

~ tandingan dengan menjadi hakim garis.
o Pemain cadangan dari Klub Lembaga Pemasyarakatan yang ditu-

Easkan menjadi hakim garis, saat itu adalah Burhanuddin, sedang-
an dari Klub Pesut adalah Manaf. :

e Pertandingan antara dua Klub Volly itu berjalan tidak seimbang.

An%ka demi angka bertambah untuk Klub Pesut, mengalahkan
Klub Lembaga Pemasyarakatan, karena kerja sama dan sﬁdﬂ yan
baik dimiliki oleh Klub Pesut, umpan-umpan akurat diuba
menjadi smesh-8mesh yang menambah angka. .

e Tetapi ketika angka mencapai 6 - 1 untuk Pesut di babak pertamna,
kericuhan timbul mewarnai pertandingan sore itu. Berawal dari

smesh Udin dari Klub Pesut, dinyatakan keluar oleh Lensman
Lembaga Pemasyarakatan, Burhanuddin, karena putusan itu
dian%jgalp merugikan pihak Pesut, maka terjadilah pertengkaran
membela Klub masing-masing. Lensmen Pesut, Manaf yang
berpendapat smesh Udin masuk, bertengkar mulut dengan Natsir
dan Yacobus dari Lembaga Pemasyarakatan yang berpendapat
sebaliknya.

Udin yang melakukan smesh, merasa keputusan Lensmen
Lembaga Pemasyarakatan merugikan dirinya. Udin pun naik
pitam. Ia yang awalnva berada di daerah permainan Pesut
menyeberang ke daerah Burhanuddin yang sebagai Lensmen Pesut
berada di luar lapangan permainan. %din memukul mulut
Burhanuddin. Tidak puas “‘Menangani’’ Burhanuddin, Udin
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